
 

 
 

 
 

 
BUPATI MAJALENGKA 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA 

NOMOR 29 TAHUN 2023 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2023 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

BUPATI  MAJALENGKA, 
 
 

Menimbang :   a. bahwa seiring dengan perkembangan kondisi 

keuangan dan kebijakan Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan 
penyesuaian penjabaran APBD; 

b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat dari  
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 

9491/KU.01.06.07/BPKAD Perihal Penyampaian 
Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat, 
yang di terima setelah Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2023 ditetapkan maka kiranya perlu 

dilakukan penyesuaian anggaran, penyesuaian 
program dan kegiatan dalam Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun Anggaran 2023;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

c. bahwa sesuai dengan ketentuan huruf C angka 2 dan 

ketentuan huruf G angka 22, Lampiran Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penyesuaian 
dan pengeseran anggaran ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2023 
tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023. 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

SALINAN 
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Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan   Daerah    (Lembaran   Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6557); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor 5155); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2018  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia    Nomor 6847); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 6883); 
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden  Nomor 16 Tahun 2018 tentang    
Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012    tentang    Pedoman    Pengelolaan    Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012  Nomor 754); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425);  
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016       
Nomor 547); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)   sebagaimana   

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2018 tentang  Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

Tertib  Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020  Nomor  1777); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  1213); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi 

Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita   Negara   Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk 

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 910); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020      
Nomor 1781); 
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34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 972); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran 

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor  
14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019        
Nomor 12); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018-2023; 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 
Nomor 1); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah  Kabupaten Majalengka Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2022 Nomor 8); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6). 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

                                                                      
Pasal I                

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 
2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 59), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 2 
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Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar 
Rp3.147.769.304.297,00 (tiga triliun seratus empat puluh tujuh miliar 

tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu dua ratus 
sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp19.030.106.505,00 
(sembilan belas miliar tiga puluh juta seratus enam ribu lima ratus 

lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.166.799.410.802,00 (tiga triliun 
seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan 
juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua rupiah) dengan  

rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah 

1. Semula                                            Rp3.041.735.572.052,00 
2. Bertambah                                                Rp19.030.106.505,00 
Jumlah Pendapatan Daerah                       Rp3.060.765.678.557,00 

setelah perubahan   
 

b. Belanja Daerah 
1. Semula                                                 Rp3.117.769.304.297,00 
2. Bertambah                                                Rp19.030.106.505,00 

Jumlah Belanja Daerah setelah                      Rp3.136.799.410.802 
perubahan       

 

c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Pembiayaan 
a) Semula                                               Rp106.033.732.245,00 
b) Bertambah/(Berkurang)                                          Rp0,00 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan             Rp106.033.732.245,00 
setelah perubahan 

 

2. Pengeluaran Pembiayaan 

a) Semula                                                 Rp30.000.000.000,00 
b) Bertambah/ (Berkurang)                                          Rp0,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan          Rp30.000.000.000,00 

setelah perubahan 
 

         Jumlah pembiayaan netto                    Rp76.033.732.245,00 

         setelah perubahan 
 

         Sisa lebih pembiayaan anggaran                                      Rp0,00 
         setelah perubahan 

 

2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 diubah menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
3. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 diubah menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
 

 
Pasal II 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
                                                                                                                                                

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Majalengka. 

 
Ditetapkan di Majalengka 
pada tanggal 20 November 2023 

 
BUPATI MAJALENGKA, 

                
          ttd 
 

KARNA SOBAHI 
 

Diundangkan di Majalengka 

pada tanggal 20 November 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,  
 
 ttd 

 
EMAN SUHERMAN  

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 29 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, 
 

 
 
DEDE SUPENA NURBAHAR   

NIP 19651225 198503 1 003 
 


